
 
BUPATI  KUDUS 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 

NOMOR  2  TAHUN  2012 
 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 
 NOMOR 12 TAHUN 2008  

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KUDUS, 
 

Menimbang  :  a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 26 
Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda 
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara 
Nasional, serta dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu 
Tanda Penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman 
elektronik data kependudukan berbasis Nomor Induk 
Kependudukan, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan;   

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   3037); 
 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3209); 
 



 

2 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3474); 
 

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235); 
   

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,  Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ; 
 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674); 
 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3050); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) 
sebagaimana diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4736); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
   

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

 
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
  

19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 
Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; 

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus  Nomor 

10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 
1988 Nomor 4); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106); 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 

dan  

BUPATI KUDUS  
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :   PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG 
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 
114 ) diubah sebagai berikut : 

 
1.  Diantara angka 18 dan angka 19 Pasal 1, disisipkan 3 (tiga) 

angka baru, yakni angka 18 a, angka 18 b, dan angka 18 c 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

18 a. Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk 
Kependudukan yang selanjutnya disebut KTP Elektronik 
adalah Kartu Tanda Penduduk yang memiliki spesifikasi 
dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan 
khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang 
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 

18 b. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang 
menunjukan identitas diri penduduk secara tepat dan 
akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan 
dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut. 

18 c. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data 
elektronik penduduk yang dapat dibaca secara 
elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman 
data kependudukan. 
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2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 5 (lima) Pasal 
baru, yakni Pasal 34 A, Pasal 34 B, dan Pasal 34 C, Pasal 34 
D, Pasal 34 E, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal  34 A 
 
(1)  KTP berbasis Elektronik memuat kode keamanan dan 

rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi 
data jati diri penduduk. 

 
(2)  Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari 
tangan penduduk yang bersangkutan. 

 
(3)  Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan 

dalam database kependudukan. 
 
(4)  Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada 
saat pengajuan permohonan KTP berbasis Elektronik, 
dengan ketentuan: 
a.  untuk Warga Negara Indonesia, dilakukan di 

Kecamatan; dan 
b.  untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, 

dilakukan di Instansi Pelaksana. 
 

(5)  Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam 
KTP berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari 
telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan. 

 
(6)  Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

 
(7)  Tata cara perekaman sidik jari dilaksanakan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 34 B 
 

(1) KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan  
chip berisi rekaman elektronik. 
 

(2) KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

 
Pasal 34 C 

 
(1) KTP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 B 

merupakan  : 
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a. Identitas resmi bukti domisili penduduk; 
b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan 

kependudukan yang berkaitan dengan administrasi 
pemerintahan; 

c. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan 
pelayanan public di Instansi Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Lembaga Perbankan, dan swasta yang 
berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, 
Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, 
Perpajakan dan Pertanahan. 
 
 

(2) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga 
Perbankan dan Swasta wajib memberikan pelayanan bagi 
penduduk dengan dasar KTP Elektronik dengan tidak 
mempertimbangkan tempat, penerbitan KTP Elektronik.   

 

Pasal  34 D 
 
(1)  Setiap penduduk WNI dan orang asing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berhak memperoleh 
KTP berbasis Elektronik yang diterbitkan oleh Instansi 
Pelaksana sesuai domisili penduduk yang bersangkutan. 

 
(2)  Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum 

berbasis Elektronik, harus mengajukan penggantian KTP 
berbasis Elektronik sesuai domisili penduduk yang 
bersangkutan. 

 
(3)  Penerbitan dan penggantian KTP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal  34 E 

 
(1)  Dalam hal KTP berbasis Elektronik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 D mengalami kerusakan, 
hilang, dan/atau tidak dapat dipergunakan, Instansi 
Pelaksana menerbitkan KTP pengganti berdasarkan 
pengajuan oleh penduduk yang bersangkutan. 

  
(2)  Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

 
3. Pasal 107 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
(2)  Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terhadap  Penduduk  WNI  ditetapkan  sebesar              
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terhitung sejak 
habisnya batas waktu pelaporan.  
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4.  Pasal 108 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
(2)  Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terhadap Penduduk WNI ditetapkan sebesar                   
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terhitung sejak 
habisnya batas waktu pelaporan. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus. 

 
Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 7 Juni 2012 

 
BUPATI KUDUS, 

 
ttd. 

 
 

M U S T H O F A 
 
Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 8 Juni 2012 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

Asisten Administrasi 
 

ttd. 
 
 

P R A M O N O 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 
NOMOR  2  TAHUN  2012  

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 

 NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  

 
 
 
I. UMUM 

 
Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 

tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan secara Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, serta dalam rangka mewujudkan 
kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk untuk satu penduduk diperlukan 
kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasiskan 
Nomor Induk Kependudukan. 

 
Dalam rangka memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penerbitan 

Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, 
perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 
tentang penyelenggaran Administrasi Kependudukan.  
Selain perubahan tersebut, juga dilakukan perubahan terhadap besaran denda 
administrasi guna mempermudah pelaksanaannya di tingkat Desa/Kelurahan 
dan Kecamatan. 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menyusun Peraturan Daerah 

Kabupaten Kudus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

  
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I   
  Cukup jelas 
 
Pasal II 
  Cukup jelas 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR  154 
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